
SAL!NAN

BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    188    TAHUN2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAII

RABUPATEN MIMIRA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  : a.     bahwa  untuk  melaksanakan  amanat  Peraturan  Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021  tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil,
maka     dipandang     perlu     melakukan     pembinaan     dan
pengawasan/  monitoring  serta memberikari  sanksi  terhadap
Aparatur  Sipil Negara di  Lingivngan  Pemerintah Kabupaten
Mimika;

b.     bahwa  untuk  tertib  administrasi  pelaksanaan  pengawasan
dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil, perlu membentuk
tim pelaksana;

C. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan  pada huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat     :1.     Undang    -Undang    Nomor    45    Tahun     1999    tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,   Kabupaten   Paniai,   Kabupaten   Mimika,   Kabupaten
Puncak  Jaya  dan  Kota  Sorong  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999  Nomor   173,  Tambahan     I+embaran
Negara  Republik   Indonesia   Nomor 3894);

2.     Undang  -  Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembarari
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151),  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6697);
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3.     Undang -  Undang Nomor  20  Tahun  2023  tentang Aparatur
Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2023   Nomor   141,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5494);

4.     Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587);    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kelja (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    238,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6841);

5.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan   Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor  6804);

6.     Peraturan    Pemerintah    Nomor   42   Tahun   2004    tentang
Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   142,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;

7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2017    tentang
Manajemen Pegawai Negeri  Sipil  (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   63,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  6037),  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017
tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor   68,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;

8.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.     Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2021    Nomor   202,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

10.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis    Pengelolaan    Keuangan   Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11.     Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomor 6 Tahun  2022
tentarig    Peraturan    Pelaksanaan    Peraturan    Pemerintah
Nomor  94  Tahun  2021  tentang Disiplin  Pegawal  Negeri  Sipil
(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
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12.     Peraturan Bupati Mimika Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kode
Etik    Pegawai    Negeri    Sipil    di    Lingkungan    Pemerintah
Kabupaten    Mimika    (Berita    Daerah    Kabupaten    Miniika
Tahun 2020 Nomor 17);

13.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2025
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2025  (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor  1);

14.     Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran  2025   (Berita  Daerah  Kabupaten  Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSEN :

Menetapkan    :

KESATU

KEDUA

KETIGA

:   Membentuk  Tim  Pengawasan  dan  Penegakan  Disiplin  (TP2D)
Aparatur   Sipil   Negara   di   Linglmngan   Pemerintah   Daerah
Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Tim  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  Keputusan
ini mempunyai tugas sebagal berikut :
1.   Melakukan monitoring dan pendataan kepada Aparatur Sipil

Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika yang
melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.   Melakukan   pembinaan   dan   pengawasan   kepada   setiap
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

3.   Menetapkan sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang
melakukan  tindakan  pelanggaran  terhadap  aturan  disiplin
Aparatur Sipil Negara;

4.   Melaporkan  setiap  temuan  pelanggaran  disiplin  Aparatur
Sipil Negara kepada Bupati Mimika.

:   Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebanhan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(APBD)   Kabupaten  Mimika  Tahun  2025  melalui  DPA  Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



-4-

KEEMPAT       :   Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

NIP.19710523   2007011011

Ditetapkan di Timika
pada Tanggal,  11 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES REITOB

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Guberriur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Huhaim Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimilra di Timika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala   Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber   Daya   Manusia

Kabupaten Mimika di Timika;
8.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9.   Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
C.Hp£
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Lampiran  Keputusan B.upati Mimika
Nomor     188Tahun  2025
Tanggal,   11    Jurii     2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MIMIRA

NO JABATAN REUDURAN
DALAM INSTANSI DALAM TIM

1. BUPATI MIMIRA PENGARAH

2. WAKIL BUPATI MIMIKA PENGARAH

3. 1].. SEKRETARIS DAERAH PENANGGUNGJAWAB

4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
KETUAPENGEMBANGAN SDM

5. SEKRETARIS BADAN REPEGAWAIAN DAN WAKIL KETUAPENGEMBANGAN SDM

6. KABID INFORMASI   PENGADAAN,
SEKRETARISPEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN

KESEJAHTERAAN APARATUR

7. ASISTEN Ill BIDANG ADMINISTRASI UMUM ANGGOTA

8. INSPEKTUR INSPEKTORAT ANGGOTA

9. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ANGGOTA

10. KASUBID PEMBINAAN DAN KESEUAHTERAAN
ANGGOTAAPARATUR

11. PELAKSANA PADA SUB BIDANG PEMBINAAN ANGGOTADAN KESEUAHTERAAN APARATUR  (3 0rang)


